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BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis berdasarkan data pustaka maka

dapat disimpulkan bahwa pergeseran titik-titik Garis Pangkal Lurus

Kepulauan akibat kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi oleh

kondisi alam yang tidak menentu. Pemanasan global (global

warming) dan efek rumah kaca merupakan faktor yang paling

utama yang menyebabkan pertambahan tinggi permukaan laut.

Akibat pertambahan tinggi permukaan laut yang

mempengaruhi letak titik Koordinat Geografis Garis Pangkal Lurus

kepulauan belum diatur secara tegas di dalam peraturan Perundang-

Undangan maupun didalam Konvensi Hukum Laut 1982

(UNCLOS).

B. Saran

Kondisi alam yang berubah-ubah selalu akan terus mempe-

ngaruhi letak Garis Pangkal Lurus Kepulauan sehingga dapat juga

mempengaruhi letak wilayah teritorial laut suatu negara.

Agar dapat menegaskan data Koordinat Geografis suatu

negara kepulauan akibat pergeseran Garis Pangkal Lurus

Kepulauan yang dapat mempengaruhi letak wilayah teritorial laut.
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Maka demi kepastian hukum, Konvensi Hukum Laut 1982

(UNCLOS) yang mengatur perubahan letak Garis Pangkal Lurus

Kepulauan harus diatur lebih tegas. Klausula yang diatur adalah

ketentuan tentang perubahan  daftar Koordinat Geografis atau peta

secara berkala dan rutin. Hal tersebut untuk menegaskan letak batas

laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas

kontinen negara-negara pantai maupun negara-negara kepulauan.
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